Siaran Pers Jaringan Masyarakat Sipil

Desakan Pengamanan Warga Sipil di Nduga Papua dan Penghentian Operasi yang
Potensial Melanggar HAM

Jaringan Masyarakat Sipil mendesak Presiden Jokowi membuka akses kepada lembaga-
lembaga independen negara di Kabupaten Nduga, Provinsi Papua, terkait dengan adanya
berita kontak senjata yang mengancam keamanan warga sipil. Hingga saat ini, belum ada
kepastian tentang informasi tersebut karena tidak adanya akses ke lokasi. Sementara itu,
muncul kabar bahwa warga di Nduga mengalami ketakutan luar biasa hingga sebagian telah
mengungsi ke hutan, lumpuhnya aktivitas perekonomian dan pendidikan.

Hasil penelusuran sejumlah media di Papua dan organisasi lokal, setidaknya ditemukan 3 (tiga)
jenazah sebagai korban peristiwa. Hal ini menunjukkan bahwa situasi memang tidak terkendali
dan mencekam, sementara hingga kini tidak ada akses sama sekali yang bisa ditempuh ke
daerah tersebut. Bila dibiarkan, situasi akan semakin buruk dan warga sipil pasti menjadi
korban dalam kontak senjata tersebut.

Atas situasi ini, Jaringan Masyarakat Sipil menyampaikan pernyataan:

1. Mendesak aparat keamanan menghentikan pendekatan represif yang menimbulkan
trauma serius kepada masyarakat dan potensial memunculkan korban sipil yang tidak
bersalah.

2. Mendesak aparat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah serta aktor bersenjata non
Negara harus memastikan keamanan sipil di daerah tersebut sebagai suatu prioritas
utama dan mencegah dampak trauma berkepanjangan, terutama bagi kelompok rentan
seperti anak-anak dan perempuan.

3. Meminta Komnas HAM, Komnas Perempuan, Kompolnas, Komisi Perlindungan Anak
termasuk pula Komisi HAM Daerah untuk melakukan kunjungan dan verifikasi ke lokasi
dengan melibatkan jurnalis, untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat
Nduga dan sekitarnya yang terdampak, serta menyampaikan informasi tersebut kepada
publik untuk mencegah penyebaran hoax dan informasi palsu.

4. Aparat seharusnya dapat melibatkan lembaga independen Negara, seperti Komnas
HAM, Komnas Perempuan, dan Kompolnas, membuka akses bagi mereka, untuk
memastikan akuntabilitas operasi dan pencegahan terjadinya pelanggaran HAM
terhadap warga sipil.

5. Untuk menjawab kebutuhan dasar warga yang menetap atau mengungsi, Pemerintah
harus melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) dan memberikan akses kepada PMI
untuk memberikan bantuan kemanusiaan, termasuk kebutuhan pokok, medis,
dantrauma healing bagi warga, terutama perempuan dan anak-anak.
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